BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang menarik tentang hak-hak minoritas terhadap implikasi
peraturan pemerintah diantaranya adalah Bagir' dan Anoraga®. Penelitian mereka
fokus pada hak-hak Ahmadiyah terhadap implikasi SKB 3 Menteri. Mereka
menganalisis dari sudut pandang lemahnya SKB sebagai produk hukum. Bagi mereka
SKB yang merujuk pada UU Pencegahan Penodaan Agama menjadi sarat untuk
ditinjau ulang karena UU tersebut mengandung ketidakjelasan karena konsep tentang
perlindungan agama tersebut. Bagir menambahkan, pengakuan adanya kelemahan
dalam UU PPA sewajarnya mengisyaratkan kelemahan dalam SKB, sehingga setiap
upaya memperkuat SKB tidak memiliki dasar hukum yang baik. Anoraga juga
berpendapat bahwa muatan SKB sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945
Pasal 28l Jo, Pasal 29 UUD 1945 dan Jo Pasal 4 UU No. 29 Tahun 1999 tentang
HAM. Semua pasal tersebut menyebutkan tentang pemberian kebebasan setiap warga
negara untuk memeluk, meyakini, dan mengamalkan agama termasuk penganut
kepercayaan. Anoraga beranggapan bahwa pelarangan atau pembatasan hak-hak asasi
tidak relevan diatur dalam SKB 3 Menteri. Oleh karena itu, SKB menurutnya perlu

untuk ditinjau ulang.

! Zainal Abidin Bagir, Telaah Kasus Ahmadiyah di Indonesia, CRCS Document, 2011.
2 Surya Anoraga, Pelarangan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia (JAI): Tinjauan Yuridis,
Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol. 15, No. 02, 2012.
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Ruhana®, Burhani* dan Gaffar® juga meneliti tentang kasus Ahmadiyah,
namun dari sudut pandang Hukum dan HAM. Menurut Akmal Salim, penanganan
pemerintah dengan pemberlakuan terhadap larangan aktifitas Ahmadiyah di
Indonesia sudah sesuai dengan tuntutan hukum dan HAM, karena hal tersebut
dilakukan mengikuti alur tindak sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 1 dan 2 UU
No. 1/PNPS/1965 yaitu tentang Pencegahan dan Penodaan Agama. Berbeda dengan
pendapat ini, menurut Najib Burhani, ada tiga persoalan dasar yang bersifat ideologis
yang menjadi penyebab masih berlangsungnya pelanggaran hak-hak terhadap
kelompok minoritas, yaitu: 1) sila pertama Pancasila; 2) paradigma berpikir tentang
agama yang diskriminatif; 3) pemihakan pemerintah terhadap pemahaman agama
yang ortodoks. Menurutnya, sila pertama dalam Pancasila adalah bias terhadap agama
yang monotheis, terutama agama Islam dan mengeluarkan agama-agama non-
monoteis seperti Hindu dan Budha. Selain itu, konsep agama yang biasa dipahami
olenh masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh Victorian Mind yang percaya
pada evolusi agama dan tidak menganggap kepercayaan-kepercayaan lokal sebagai
agama. Lebih lanjut, Burhani mengatakan bahwa dikotomi antara agama resmi
dengan agama tidak resmi menyebabkan perlakuan yang berbeda antara pemeluk dua
jenis agama tersebut. Poin terakhir dalam tulisan Burhani adalah perlindungan
pemerintah terhadap agama menjadikan pemerintah berpihak pada keyakinan yang

diakui sebagai ortodok dan mengorbankan pemahaman atau keyakinan yang dianggap

¥ Akmal Salim Ruhana, Menguji Penanganan Ahmadiyah, (Jakarta: Gaung Persada Press,
2009), 77.

* Ahmad Najib Burhani,Tiga Problem Dasar dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas
di Indonesia, Maarif, Vol. 7 No. 1, 2012.

5 Abdul Gaffar, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara:
Dua Kasus dari Surabaya jawa Timur dan Lombok NTB, Sosiologi Islam, Vol. 3, No. 2, 2013.



14

heterodok. Dalam penelitian yang ditulis oleh Gaffar, kekerasan Negara terhadap
Ahmadiyah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: Pertama, Fatwa MUI yang
tendensius, Menurutnya, legitimasi yang begitu besar terhadap MUI membuat fatwa
yang dikeluarkan begitu sakral dan menjadi sebuah kebenaran; Kedua, Negara yang
menurutnya sebagai penjamin keamanan, malah menjadi pelaku dengan cara
pengabaian secara hukum. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masyarakat dengan
didominasi oleh kelompok mayoritas membuat penegakan hukum di Indonesia
tumpul, khususnya berhubungan dengan kelompok minoritas.

Penelitian lain yang berhubungan dengan tema Ahmadiyah sebagai minoritas
adalah tulisan dari Mudzakkir.® Mudzakkir menjelaskan dalam tulisannya bahwa
marjinalisasi Ahmadiyah merupakan fenomena yang lahir pasca rezim Soeharto.
Kondisi yang memungkinkan proses itu ada dua yaitu: Pertama, menguatnya
kelompok Islam radikal, dan kedua, lemahnya kepemimpinan politik pemerintah.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penguatan kelompok Islam radikal berlangsung
dalam situasi dunia yang terglobalkan. Fatwa anti-Ahmadiyah diadopsi oleh otoritas
Ulama’ Indonesia yang sudah memperhatikan fatwa serupa di tempat lain.
Ahmadiyah dimarjinalkan bukan karena ajarannya yang dianggap sesat tapi juga
dianggap sebagai bentukan imperialisme Barat. Selain itu, dalam kasus Ahmadiyah,
pemerintah terlihat mengulur waktu dengan bernegosiasi dengan semua kalangan

kecuali dengan Ahmadiyah. Apa yang disebut dengan partisipasi politik bagi

® Amin Mudzakkir, Minoritisasi Ahmadiyah, Masyarakat Indonesia, Edisi XXXVII, No. 02,
2011.
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Mudzakkir hanya melibatkan elemen-elemen dalam kelompok mayoritas, tetapi tidak
berlaku untuk kelompok minoritas.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini mengambil
sudut pandang multikulturalisme. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan
pemerintah terhadap kelompok Ahmadiyah dilihat dari penerapan Perlindungan
Eksternal dan Pembatasan Internal sesuai dengan teori yang digaungkan oleh
Kymlicka. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Negara tidak menerapkan
Perlindungan Eksternal dan Pembatasan Internal dengan pemberlakuan Surat
Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011.

Dengan menggunakan teori Kymlicka, khususnya yang terkait dengan
perlindungan eksternal dan pembatasan internal, peneliti mencoba untuk menganalisis
permasalahan yang terjadi pasca pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur

N0.188/94/KPTS/013/2011 terhadap komunitas Ahmadiyah di Jawa Timur.

B. Kerangka Teorli
1. Multikulturalisme dalam Perspektif Will Kymlicka
Istilah Multikukulturalisme mencakup berbagai bentuk keragaman. Ada
berbagai cara dimana minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai dari
penaklukan dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri sampai

pada imigrasi sukarela. Perbedaan-perbedaan cara penggabungan itu mempengaruhi
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sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan
masyarakat luas.’

Kymlicka memusatkan perhatian pada dua pola besar keragaman. Pola
pertama, keragaman budaya timbul dari masuknya minoritas budaya yang
terkonsentrasi secara teritorial ke dalam Negara yang lebih besar. Kymlicka
menyebut kebudayaan tersebut sebagai “minoritas bangsa.” Minoritas tersebut ingin
mempertahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di sisi kebudayaan mayoritas dan
menuntut berbagai bentuk otonomi atau pemerintahan sendiri untuk memastikan
keberlangsungannya sebagai masyarakat tersendiri.® Misalnya, ada sejumlah
minoritas bangsa di Amerika Serikat, termasuk orang-orang Indian, Puerto Rico,
keturunan Meksiko, dan penduduk asli Hawaii. Kelompok-kelompok tersebut
tergabung secara tidak sukarela ke dalam Amerika Serikat melalui penaklukan dan
penjajahan. Kelompok-kelompok tersebut mungkin dapat bertahan atau membentuk
pemerintah berdaulat sendiri. Keinginan kelompok-kelompok itu bukanlah
meninggalkan Amerika Serikat, melainkan mencari otonomi di dalam negara itu.’
Kelompok-kelompok “minoritas bangsa “yang tergabung dalam suatu negara disebut
oleh Kymlicka sebagai “Negara Multibangsa (Multination).”*°
Pada pola kedua, keragaman budaya timbul dari imigrasi perorangan atau

keluarga. Para imigran itu sering bergabung ke dalam suatu perkumpulan yang

" Raphael Cohen Almagor, Democracy and Multiculturalism, Challenges to Democracy:
Essays in Honour and Memory of Isaiah berlin (London: Ashgate Publishing Ltd, 2000), 90.

8 Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, Terj. F. Budi hardiman (Jakarta: LP3ES, 2002),
14.

% Raphael Cohen Almagor, Democracy and Multiculturalism, 91-92.

% Daniel 1. O’Neill, Multicultural Liberals and the Rushdie Affair: A Critique of Kymlicka,
Taylor, and Walzer, The Review of Politics, Vol. 61, No. 2 (Notre Dame: Cambridge University Press,
1999), 224-225.
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Kymlicka sebut sebagai kelompok etnis.”® Mereka biasanya ingin berintegrasi ke
dalam masyarakat yang lebih besar dan diterima sebagai anggota penuh masyarakat
tersebut. Mereka sering mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas etnis
mereka. Tujuan mereka bukan untuk menjadi bangsa terpisah dan mempunyai
pemerintahan tersendiri di dalam masyarakat yang lebih besar, melainkan mengubah
institusi dan konstitusi masyarakat dominan untuk menjadikannya lebih menerima
perbedaan kebudayaan. Kelompok-kelompok etnis yang tergabung dalam suatu
Negara seperti ditunjukkan pada contoh di atas, Kymlicka menyebutnya sebagai
“Negara Polietnis (Polyethnic).”*? Misalnya, kelompok imigran di beberapa negara
yang terkonsentrasi ataupun tidak sehingga membentuk budaya baru atau kekhasan
etnis. Kelompok tersebut disebut oleh Kymlicka sebagai kelompok etnis. Sebelum
tahun 1960-an, para imigran itu diharapkan melepaskan warisan budaya yang berbeda
dan berasimilasi pada norma-norma kebudayaan yang ada. Asimilasi dianggap
sebagai hal penting untuk stabilitas politik. Namun pada awal 1970-an, Amerika
menolak asimilasi dan mengambil kebijakan yang lebih toleran yang
memperbolehkan para imigran untuk mempertahankan berbagai aspek dari warisan
etnis mereka.™

Menurut Kymlicka, Politik Multikulturalisme adalah politik tentang hak-hak
minoritas. Politik multikulturalisme berdiri dalam tegangan antara hak untuk
diperlakukan sama di hadapan hukum. Politik multikulturalisme mendorong suatu

Negara untuk memperluas respek terhadap otonomi kultural terhadap minoritas

1 Raphael Cohen Almagor, Democracy and Multiculturalism, 92.
12 H

Ibid.
3 1bid.
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bangsa dalam bentuk pengakuan hak-hak kelompok minoritas.'* Berdasarkan teorinya
tentang hak-hak minoritas, Kymlicka berangkat dari subjek hak. Subjek hak yang
dimaksud oleh Kymlicka bukanlah individu, melainkan subjek kolektif atau
kelompok. Hak-hak kolektif ini dibedakan menjadi tiga, yakni, hak untuk
pemerintahan sendiri, hak polietnis, dan hak perwakilan khusus.™

a. Hak atas pemerintahan sendiri.

Di beberapa negara multibangsa, unsur bangsa cenderung untuk menuntut
bentuk politik. Pada tingkat ekstrem, bangsa dapat menginginkan melepaskan diri
sebagai bangsa terpisah. Kebanyakan dari minoritas bangsa mendesak bahwa mereka
mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka menuntut pemerintahan
sendiri karena seringkali mereka masuk ke dalam negara yang lebih besar secara
terpaksa. Satu mekanisme untuk mengakui tuntutan adalah federalisme yang
membagi-bagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan sub-unit regional. Apabila
minoritas bangsa terkonsentrasi secara regional, batas-batas sub-unit federal dapat
ditarik sehingga minoritas bangsa dapat membentuk suatu mayoritas di salah satu
sub-unit. Dalam keadaan semacam itu, federalisme dapat memberikan pemerintahan
sendiri bagi minoritas bangsa yang menjamin kemampuannya untuk mengambil
keputusan di bidang-bidang tertentu tanpa dikalahkan oleh masyarakat yang lebih

besar.*®

Y will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, xvi.

!> Daniel 1. O’Neill, Multicultural Liberals and the Rushdie Affair: A Critique of Kymlicka,
Taylor, and Walzer, 225.

1% Raphael Cohen Almagor, Democracy and Multiculturalism, 100-101.
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Contoh dari hak atas pemerintahan sendiri adalah provinsi Quebec di Kanada
memiliki kekuasaan hukum yang ekstensif bagi bertahannya kebudayaan Prancis,
termasuk pengendalian terhadap pendidikan, bahasa, kebudayaan, dan juga kebijakan
imigrasi. Federalisme sering digunakan untuk mengakomodasi keragaman bangsa.
Federalisme seringkali hanyalah satu bentuk desentralisasi ekonomi (seperti di
Jerman), atau hasil dari kecelakaan sejarah kolonisasi (seperti di Australia). Namun,
federalisme merupakan suatu strategi untuk mengakomodasi minoritas bangsa.
Federalisme hanya dapat menjadi mekanisme untuk pemerintahan sendiri apabila
minoritas bangsa membentuk suatu mayoritas di salah satu sub-unit federal
sebagaimana yang dilakukan oleh warga Quebec di Quebec.*’

b. Hak-hak polietnis

Beberapa kelompok etnis dan minoritas agama telah pula menuntut berbagai
bentuk pendanaan publik untuk praktik-praktik kebudayaan mereka. Beberapa
kalangan mendukung pendanaan itu hanya sebagai cara untuk memastikan bahwa
kelompok etnis tersebut tidak didiskriminasi. Satu tuntutan yang berkaitan adalah
untuk menyediakan bahasa imigran di sekolah-sekolah. Tuntutan yang paling
kontroversial dari kelompok etnis adalah pengecualian dari konstitusi yang
merugikan mereka.'® Misalnya, Yahudi dan Muslim di Inggris telah mengupayakan
pengecualian dari konstitusi yang melarang buka usaha di hari Minggu. Para Sikh di
Kanada telah mengupayakan pengecualian untuk Undang-Undang Yyang

mengaharuskan penggunaan helm ketika berkendara sehingga ia tetap dapat

7 Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, 42-43.
'8 Daniel 1. O’Neill, Multicultural Liberals and the Rushdie Affair: A Critique of Kymlicka,
Taylor, and Walzer, 225-226.
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menggunakan sorbannya. Para gadis Muslim di Prancis telah mengupayakan
pengecualian atas aturan berpakaian ke sekolah agar tetap dapat menggunakan
kerudungnya.*®

Kebijakan-kebijakan khusus kelompok etnis (hak polietnis) dimaksudkan
untuk membantu kelompok etnis dan minoritas agama untuk menyatakan kekhasan
budayanya dan harga diri tanpa menghalangi keberhasilan dalam lembaga ekonomi
dan politik dari masyarakat dominan. Hak polietnis dimaksudkan untuk
mempromosikan integrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar, bukan
pemerintahan sendiri.
c. Hak perwakilan khusus

Ada keprihatinan yang meningkat bahwa proses politik kurang terwakili
dalam arti bahwa prose situ gagal mencerminkan keragaman penduduk. Para anggota
legislatif di kebanyakan negara itu didominasi oleh kelas menengah, tidak cacat, laki-
laki, dan dari kelompok etnis mayoritas. Di Amerika Serikat dan Kanada, perempuan,
minoritas ras, dan masyarakat asli semuanya mempunyai kurang dari sepertiga di
parlemen. Para penyandang cacat dan kaum miskin juga sangat tidak terwakili. Satu
cara untuk mereformasi proses itu adalah menjadikan partai politik lebih inklusif
dengan mengurangi hambatan yang menghalangi perempuan, minoritas etnis, atau
kaum miskin, untuk menjadi calon dari partai atau pemimpin partai. Cara lainnya
adalah menerapkan bentuk perwakilan proporsional, yang secara historis telah

dihubungkan dengan keterbukaan yang lebih besar bagi calon.®

9 will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, 46
% Ibid., 47-48.
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2. Hak Perorangan dan Hak Kolektif

Kymlicka membagi dua macam hak yang dapat diajukan oleh suatu kelompok
etnis atau bangsa. Hak pertama menyangkut tuntutan suatu kelompok terhadap
anggotanya sendiri dan yang kedua terhadap masyarakat yang lebih besar. Bentuk
pertama dimaksudkan untuk melindungi perbedaan pendapat internal, sedangkan
yang kedua dimaksudkan untuk melindungi kelompok dari dampak keputusan
eksternal. Untuk membedakan kedua macam tuntutan itu, yang pertama disebut
sebagai “Pembatasan Internal” (Internal Restriction) dan yang kedua “Perlindungan
Eksternal” (External Protection). Kedua tuntutan tersebut termasuk dalam hak
kolektif, namun menanggapi sesuatu yang berbeda.**

Beberapa kelompok etnis atau bangsa mengupayakan perlindungan eksternal
tanpa memaksakan pembatasan internal pada anggotanya sendiri. Kelompok lain
tidak menuntut perlindungan eksternal, namun mencari kekuasaan besar terhadap
perilaku anggotanya sendiri. Sedangkan kelompok yang lain membuat kedua tuntutan
itu. Menurut Kymlicka, perbedaan tersebut mengarah pada konsep dasar yang sangat
berbeda mengenai hak minoritas dan menjadi penting untuk menentukan tuntutan
macam apa yang diajukan oleh kelompok. Kaum liberal dapat dan harus melindungi
perlindungan eksternal tertentu, namun harus menolak pembatasan internal yang
membatasi hak anggota kelompok untuk mempertanyakan dan meninjau kembali

praktik-praktik tradisional.??

2l Kyungmin Lee, Multiculturalism and the Identity of Minorities: Case Study of ethnic
Korean in Japan, Presented at the Western Political Science Association 2012 Annual Meeting,
Portland, Oregon, 2012.

22 Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural.., 54.
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a. Perlindungan Eksternal

Perlindungan eksternal mencakup hubungan antar kelompok, yakni kelompok
etnis atau nasional dapat melindungi keberadaan dan identitasnya yang berbeda itu
dengan membatasi dampak keputusan yang diambil oleh masyarakat yang lebih
luas.?® Hak itu juga menimbulkan bahaya tertentu, bukan penindasan perorangan di
dalam suatu kelompok melainkan ketidakadilan antara kelompok-kelompok. Satu
kelompok mungkin dapat disisihkan atau dipisahkan untuk melestarikan kekhasan
dari kelompok lainnya. Namun, perlindungan eksternal tidak harus menciptakan
ketidakadilan seperti itu. Dengan memberikan hak perwakilan khusus bagi suatu
minoritas tidak membuatnya dalam posisi mendominasi kelompok lainnya.
Sebaliknya, hak-hak seperti itu dapat dipandang sebagai menempatkan berbagai
kelompok pada posisi yang lebih setara, dengan mengurangi jarak di mana kelompok
yang lebih kecil rentan bagi kelompok yang lebih besar.?*

Perlindungan eksternal semacam ini bertujuan memajukan keadilan dan
bahkan membantu menempatkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam sebuah
perkumpulan yang setara dengan mengurangi kekuasaan yang mana kaum minoritas
sangat rentan terhadap masyarakat luas.® Contohnya hak perwakilan khusus untuk

kaum minoritas pada badan penasehat, legislatif, atau dalam suatu perkumpulan

2 Will Kymlicka and Rubio Marin, Liberalism and Minority Rights. An Interview, Ratio
Juris, Vol. 12 No. 02, (Cowley Road: Blackwell Publishers Ltd, 1999), 137.
24 i
Ibid.
% 1bid.
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masyarakat. Hal itu bertujuan mengurangi kemungkinan bahwa kelompok tersebut
akan memenangi voting pada keputusan bersama yang berdampak pada komunitas.?

Ketiga bentuk hak kelompok yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu hak
perwakilan khusus, hak atas pemerintahan sendiri, dan hak polietnis dapat digunakan
untuk memberikan perlindungan eksternal. Setiap bentuk membantu melindungi
minoritas dari kekuasaan ekonomi dan politik masyarakat yang lebih luas, meskipun
masing-masing menjawab pada tekanan eksternal yang berbeda. Pertama, hak
perwakilan kelompok khusus di dalam lembaga politik masyarakat yang lebih luas
menjadikan kecil kemungkinan bahwa minoritas bangsa atau etnis akan diabaikan
dalam keputusan yang dibuat berbasiskan seluruh negeri. Kedua, hak atas
pemerintahan sendiri mengalihkan kekuasaan ke unit politik yang lebih kecil,
sehingga minoritas bangsa tidak dapat dikalahkan dalam pemilihan oleh mayoritas
berkenaan dengan keputusan yang sangat penting bagi kebudayaannya, seperti yang
menyangkut pendidikan, imigrasi, pengembangan sumber daya, bahasa, dan hukum
keluarga. Ketiga, hak polietnis melindungi praktik-praktik agama dan budaya yang
khas, yang mungkin tidak didukung secara layak oleh perundingan yang ada,
misalnya dibebaskan dari perundangan yang mengatur toko tutup di hari Minggu bagi
kaum Yahudi dan Muslim atau aturan berpakaian yang bertentangan dengan

kepercayaan agama.?’

26 i
Ibid.
2" Daniel O’niell, Multicultural Liberal and the Rushdie Affair: A Critique of Kymlicka,
Taylor, and Walzer,The Review of Politics, Vol. 61. No. 02, (Notre Dame: Cambridge University
Press, 1999), 225.
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Sebagai bagian dari pemerintahan sendiri, misalnya para dewan suku di
Amerika Serikat telah dibebaskan dari persyaratan konstitusional biasa untuk
menghormati hak yang terdaftar di dalam Bill of Rights Amerika. Sesuai Undang-
Undang Hak Sipil Indian tahun 1948. Pemerintahan suku Indian kini diminta untuk
menghormati sebagian besar hak perorangan itu, namun masih ada batas pada
peninjauan hukum atas tindakan para dewan penasihat suku Indian. Apabila suatu
suku Indian merasa haknya telah dilanggar oleh dewannya, ia dapat mengupayakan
ganti rugi dalam pengadilan suku Indian. Namun, ia tidak dapat mengupayakan ganti
rugi ke Mahkamah Agung.?®
b. Pembatasan Internal

Pembatasan internal mencakup hubungan di dalam kelompok, yaitu
membatasi kebebasan anggota dari kebudayaan kelompok minoritas. Tuntutan ini
memberikan hak kepada anggota dalam suatu kelompok untuk memilih antara
melanjutkan atau tidak praktik-praktik kebudayaan dalam kelompok tersebut.
Pembatasan internal menyangkut hubungan di dalam kelompok, meliputi kelompok
etnis maupun bangsa yang dapat menggunakan kekuasaan negara untuk membatasi
kebudayaan kelompok atas nama solidaritas kelompok.? Banyak kelompok mencari
hak untuk membatasi kebebasan anggota mereka secara legal atas nama solidaritas
kelompok atau kemurnian kebudayaan. Hal tersebut sering dikaitkan dengan budaya
teokratis dan patriarkat dimana wanita sering ditindas dan diperlakukan secara

diskriminatif.

28 Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, 58-59
2 Will Kymlicka and Rubio Marin, Liberalism and Minority Rights.., 137.
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Beberapa kelompok ingin menjalankan pembatasan yang lebih, untuk
menjaga kemurnian agama atau tradisi budaya. Banyak kelompok menginginkan hak
untuk membatasi kebebasan anggota mereka secara sah dengan alasan kesolidan
kelompok atau kemurnian budaya.*

Pembatasan internal semacam itu hampir selalu tidak adil. Suatu kelompok
memang bebas menjalankan pembatasan-pembatasan tertentu sebagai syarat
keanggotaan. Tetapi tidak adil untuk menggunakan kekuasaan pemerintahan atau
pembagian kepentingan publik untuk membatasi kebebasan anggota. Dari sudut
pandang liberal, siapapun yang menggunakan kekuatan politik dalam suatu kelompok
harus mengharga hak-hak sipil dan hak politik anggotanya. Terlebih lagi anggota-
anggota kelompok budaya seharusnya mempunyai hak untuk meninggalkan
kelompok mereka. Orang yang berada dalam satu demokrasi harus dibebaskan untuk
masuk dan keluar dari kelompok kebudayaan mereka dan tidak dipaksa untuk
menetap yang bermaksud agar anggota yang lain tidak ikut keluar.*

Ada beberapa kelompok yang meminta pembatasan internal. Hal itu
khususnya benar pada komunitas agama daripada kelompok imigran. Misalnya,
Amerika Serikat membebaskan masyarakat Amish, suatu sekte Kristen yang ada
sejak berabad-abad, dari undang-undang berkenaan dengan wajib sekolah anak-anak.
Kanada juga memberikan pengecualian serupa pada sejumlah sekte Kristen yang
sudah lama ada (Mennonites, Doukhobours, Hutteries). Para anggota dari sekte-sekte

itu dapat mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah sebelum usia 16 tahun, dan

%0 Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural.., 53.
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tidak harus memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum biasa. Para orang tua
khawatir apabila anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang lebih tinggi,
mereka akan tergoda untuk meninggalkan sekte dan bergabung dengan masyarakat
yang lebih luas. Kelompok-kelompok itu dapat pula memberikan larangan keras pada
anggota kelompok untuk meninggalkan kelompoknya.*?

Perlu dicatat bahwa pembatasan internal itu bukanlah akibat dari pergeseran
ke kebijakan imigrasi yang lebih “polietnis”. Pembebasan di bidang hukum yang
diberikan kepada sekte Kristen telah ada jauh sebelum kebijakan itu, dan kelompok
imigran belum memperoleh pengecualian semacam itu. Misalnya, demokrasi Barat
telah menolak dengan tegas pemikiran bahwa imigran dari negara-negara Arab atau
Asia harus dapat meneruskan praktik-praktik tradisional yang berkenaan dengan
membatasi hak-hak dasar dari para anggotanya, seperti kawin paksa atau diskriminasi
dalam pendidikan hukum dan keluarga. Di Inggris tidak ada gerakan untuk
memberikan pengakuan perceraian dengan talak untuk, atau untuk membebaskan
umat Islam dari hukum perdata berkenaan dengan pembagian yang merata atas harta
yang dimiliki suami istri.*

Jadi ada beberapa kasus kelompok etnis dan kelompok bangsa yang meminta
pembatasan internal. Dalam hal itu, suatu kelompok telah mengupayakan kekuasaan
hukum untuk membatasi kebebasan dari anggotanya demi melestarikan praktik-
praktik tradisional agamanya. Kelompok-kelompok itu berupaya untuk mendirikan

atau mempertahankan suatu sistem hak kelompok yang dibedakan yang melindungi

2 Will Kymlicka, Kewargaan Multikural, 61.
* Ibid., 62
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praktik-praktik komunal, bukan saja dari keputusan yang yang dibuat di luar
kelompok, namun juga dari perbedaan pendapat dari dalam. Hal itu sering
memerlukan pengecualian dari persyaratan konstitusional atau legislatif dari
masyarakat yang lebih luas.

Tidak selalu mudah menarik pembedaan antara pembatasan internal dan
perlindungan eksternal, seperti halnya pembedaan antara kelompok bangsa dan
kelompok etnis. Kebijakan yang dibuat untuk memberikan perlindungan eksternal
sering mempunyai komplikasi untuk kebebasan anggota di dalam komunitas. Secara
minimal, pengurusan langkah-langkah itu sering kali memerlukan uang, dan dengan
demikian mungkin para anggota dikenakan pajak yang tinggi.3*

Kasus Salman Rushdie, misalnya telah menyebabkan beberapa umat Islam
Inggris mengusulkan undang-undang pencemaran nama kelompok yang akan dapat
memberikan perlindungan yang sama kepada kelompok agama seperti halnya
undang-undang tentang perkataan yang berisi kebencian yang memberikan
perlindungan pada kelompok rasial.*® Dalam hal undang-undang tentang perkataan
yang berisi kebencian, tujuannya adalah memberikan suatu perlindungan eksternal,
yakni melindungi orang-orang kulit hitam dan Yahudi dari unsur rasis di dalam
masyarakat yang lebih luas.®*® Undang-undang mengenai pencemaran nama baik
secara serupa sering dipertahankan sebagai cara untuk melindungi umat Islam dari
orang-orang jahat yang membenci Islam di negara-negara Barat. Namun, undang-

undang mengenai pencemaran nama kelompok dapat pula digunakan untuk

% Raphael Cohen Almagor, Democracy and Multiculturalism, 98.
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membatasi penyebaran penghujatan atau kemurtadan di dalam komunitas Islam,
daripada untuk mengendalikan pernyataan dari orang-orang yang bukan Islam.
Undang-undang yang dibenarkan dalam hal perlindungan eksternal dapat membuka

pintu bagi pembatasan internal.*’

¥ 1bid.



